PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Willem A.S Nomor 03 Palangka Raya 73111

Telepon (0536) 3221177 — 3221792 FAX (0536) 3221644

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Menimbang

Mengingat

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 487.22/ 160.4 /Set.1/KESBANGPOL/I/2024

TENTANG

DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK (DIDP)
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

a. Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan layanan

informasi dan dokumentasi kepada publik di lingkungan Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah, periu
disusun Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik yang dikuasai
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan
Tengah;

. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah; .

. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah
tentang Daftar informasi dan Dokumentasi Publik (DIDP) pada
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan
Tengah.

. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan

Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang
Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat | Kalimantan Tengah
dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat | Kalimantan
Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor §3, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1622);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5149);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35
Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan
Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam
Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 3 Tahun 2017
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintahan Daerah;

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Pengklasifikasian Informasi Publik;

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Standar Layanan Informasi Publik;



Menetapkan
KESATU
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KETIGA
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Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun
2013 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Tengah Nomor 62);

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 63 Tahun 2015
tentang Pedoman Standar Operasional Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2015 Nomor 63).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan Daftar Informasi Publik pada Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan
sebagimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas
informasi yang wajib diumumkan serta merta dan informasi yang

wajib disediakan setiap saat..

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palangka Raya
?@Q%‘tanggal 15 Januari 2024
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\ER. MUHﬁMAD KATMA F. DIRUN, S.E.,M.M.
Pembina Utama Madya (I\V/d)
NIP. 19661022 199308 1 001



Lampiran Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor 800/ 1@0-a /Set.1/Kesbangpol/l/2024
Tanggal {s Januari 2024
Tentang Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIDP) Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kalimantan
Tengah tahun 2024
No Jenis Ringkasan Isi Pejabat Yang | Penanggung | Waktu dan Bentuk Informasi Jangka
Informasi Informasi Menguasai Jawab Tempat Informasi Wajib Wajib Wajib Informasi Waktu
Informasi Pembuatan | Pembuatan | yang Tersedia | Diumumkan | Diumumkan | Disediakan | yang atau
atau Informasi Secara Serta Merta | Setiap Dikecualikan | Retensi
Penerbitan Berkala Saat Arsip
Informasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
1. | Informasi Struktur Organisasi Sekretaris Kepala Badan Badan Hardcopy & v Selama
tentang Badan Kesbangpol Softcopy Berlaku
pregram Prov.Kalteng
dan/atau Tugas Pokok dan Sekretaris Kepala Badan Badan Hardcopy & v Selama
kegiatan SKPD | Fungsi Badan Kesbangpol Softcopy Berlaku
Provinsi yang Prov.Kalteng
bersifat Visi dan Misi Sekretaris Kepala Badan Badan Hardcopy & v Selama
strategis Badan Kesbangpol Softcopy Berlaku
sesuai tugas Prov.Kalteng
dan fungsi Daftar Urut Sekretaris Kepala Badan Badan Hardcopy & v Selama
Kepangkatan Badan Kesbangpo! Softcopy Berlaku
Prov.Kalteng
Nama dan Profil Sekretaris Kepala Badan Badan Hardcopy & v Selama
Singkat Pejabat Badan Kesbangpol Softcopy Berlaku
Struktural Prov.Kalteng
LHKPN Pejabat Sekretaris Kepala Badan Badan Hardcopy & ) Selama
Struktual Eselon |1 Badan Kesbangpol Softcopy Berlaku
Prov.Kalteng
Informasi Jenis Sekretaris Kepala Badan Badan Hardcopy & v Selama
Kegiatan Badan Kesbangpol Softcopy Berlaku
Pengadaan Barang Prov.Kalteng
dan Jasa
Laporan Keuangan Sekretaris Kepala Badan Badan Hardcopy & v Selama
Badan Kesbangpol Softcopy Berlaku
Prov.Kalteng




Daftar Inventaris Sekretaris Kepala Badan Badan Hardcopy & Selama

Barang Badan Kesbangpol Softcopy Berlaku
Prov.Kalteng

Agenda Pimpinan Sekretaris Kepala Badan Badan Hardcopy & Selama

Badan Kesbangpol Softcopy Berlaku

Prov.Kalteng

Program Sekretaris Kepala Badan Badan Hardcopy & Selama

Pengembangan Badan Kesbangpo! Softcopy Berlaku

Kompetensi Prov.Kalteng

Pegawai

LKIP Badan Sekretaris Kepala Badan Badan Hardcopy & Selama

Kesbangpol Badan Kesbangpol Softcopy Berlaku

Kalteng Prov.Kalteng

LPPD/LKPJ Badan Sekretaris Kepala Badan Badan Hardcopy & Selama

Kesbangpol Badan Kesbangpol Softcopy Berlaku

Kalteng Prov.Kalteng

Renja Badan Sekretaris Kepala Badan Badan Hardcopy & Selama

Kesbangpol Badan Kesbangpol Softcopy Berlaku

Kalteng Prov.Kalteng

Renstra Badan Sekretaris Kepala Badan Badan Hardcopy & Selama

Kesbangpol Badan Kesbangpol Softcopy Berlaku

Kaiteng Prov.Kalteng

DPA Badan Sekretaris Kepala Badan Badan Hardcopy & Selama

Kesbangpol Badan Kesbangpol Softcopy Berlaku

Kalteng Prov.Kalteng

Ringkasan Laporan Sekretaris Kepala Badan Badan Hardcopy & Selama

akses informasi Badan Kesbangpol Softcopy Berlaku

Publik Prov.Kalteng

Informasi tentang Sekretaris Kepala Badan Badan Hardcopy & Selama

peraturan, Badan Kesbangpol Softcopy Berlaku

keputusan, Prov.Kaliteng

dan/atau kebijakan

yg mengikat

dan/atau

berdampak bagi

publik yg

dikeluarkan oleh

Badan Publik

Informasi tentang Sekretaris Kepala Badan Badan Hardcopy & Selama

hak dan tata cara Badan Kesbangpol Softcopy Beriaku

memperoleh Prov.Kalteng

informasi, serta tata

cara pengajuan

keberatan dan

proses




Surat menyurat Sekretaris Kepala Badan Badan Hardcopy & Selama

pimpinan atau Badan Kesbangpo! Softcopy Berlaku

pejabat Badan Prov.Kalteng

Publik dalam

rangka

pelaksanaan tugas

pokok dan

fungsinya,

Syarat-syarat Sekretaris Kepala Badan Badan Hardcopy & Selama

perizinan, izin yg Badan Kesbangpol Softcopy Berlaku

diterbitkan dan/atau Prov.Kalteng

dikeluarkan berikut

dokumen

pendukungnya dan

laporan penataan

izin yg diberikan

Data Sekretaris Kepala Badan Badan Hardcopy & Selama

perbendaharaan Badan Kesbangpol Softcopy Berlaku

atau inventaris Prov.Kalteng

Rencana strategis Sekretaris Kepala Badan Badan Hardcopy & Selama

dan rencana kerja Badan Kesbangpol Softcopy Berlaku

Badan Politik Prov.Kalteng

Agenda kerja Sekretaris Kepala Badan Badan Hardcopy & Selama

pimpinan OPD Badan Kesbangpol Softcopy Berlaku
Prov.Kalteng

Informasi mengenai | Sekretaris Kepala Badan Badan Hardcopy & Selama

kegiatan pelayanan | Badan Kesbangpol Softcopy Berlaku

informasi publik yg
dilaksanakan,
sarana dan
prasarana layanan
informasi publik yg
dimiliki beserta
kondisinya,
sumberdaya
manusia yg
mennagani layanan
informasi publik
beserta
kualitasnya,
anggaran layanan
informasi publik
serta laporan
penggunaannya

Prov.Kalteng




penyelesaian

sengketa

Informasi tentang Sekretaris Kepala Badan Badan Hardcopy & Selama

tata cara Badan Kesbangpol Softcopy Berlaku

pengaduan Prov.Kalteng

penyalahgunaan

wewenang atau

pelanggaran yg

dilakukan baik oleh

pejabat Badan

Publik yg

bersangkutan

Informasi tentang Sekretaris Kepala Badan Badan Hardcopy & Selama

pengumuman Badan Kesbangpol Softcopy Berlaku

pengadaan barang Prov.Kalteng

dan jasa sesuai

dgn peraturan

perundang-

undangan yg terkait

Informasi tentang Sekretaris Kepala Badan Badan Hardcopy & Selama

prosedur Badan Kesbangpol Softcopy Berlaku

peringatan dini dan Prov.Kalteng

prosedur evakuasi

keadaan darurat di

setiap kantor

Badan Publik

Daftar Informasi Sekretaris Kepala Badan Badan Hardcopy & Selama

Publik (DIP) Badan Kesbangpol Softcopy Berlaku
Prov.Kalteng

Informasi tentang Sekretaris Kepala Badan Badan Hardcopy & Selama

peraturan, Badan Kesbangpol Softcopy Berlaku

keputusan dan/atau Prov.Kalteng

kebijakan Badan

Publik

Informasi tentang Sekretaris Kepala Badan Badan Hardcopy & Selama

organisasi Badan Kesbangpol Softcopy Berlaku

administrasi, Prov.Kalteng

kepegawaian dan

keuangan

Surat-surat Sekretaris Kepala Badan Badan Hardcopy & Selama

perjanjian dengan Badan Kesbangpol Softcopy Berlaku

pihak ketiga berikut Prov.Kalteng

dokumen

pendukungnya




Jumlah, jenis dan
gambaran umum
pelanggaran yg
ditemukan dalam
pengawasan
intemmal serta
laporan
penindakannya

Sekretaris
Badan

Kepala Badan

Badan
Kesbangpol
Prov.Kalteng

Hardcopy &
Softcopy

Jumlah, jenis dan
gambaran umum
pelanggaran yg
dilaporkan oleh
masyarakat serta
laporan
penindakannya

Sekretaris
Badan

Kepala Badan

Badan
Kesbangpol
Prov.Kalteng

Hardcopy &
Softcopy

Informasi publik
lain yg telah
dinyatakan terbuka
bagi masyarakat
berdasarkan
mekanisme
keberatan dan/atau
penyelesaian
sengketa
sebagaimana
dimaksud dalam
pasal 11 UU KIP

Sekretaris
Badan

Kepala Badan

Badan
Kesbangpol
Prov.Kalteng

Hardcopy &
Softcopy

Informasi tentang
standar
pengumuman
informasi
sebagaimana
dimaksud dalam
pasal 12 bagi
Badan Publik yg
memberikan izin
dan/atau
melakukan
perjanjian kerja
dengan pihak lain
yg kegiatannya
berpotensi
mengancam hajak
hidup orang banyak

Sekretaris
Badan

Kepala Badan

Badan
Kesbangpol
Prov.Kalteng

Hardcopy &
Softcopy




dan ketertiban

umum.
Informasi dan Sekretaris Kepala Badan Badan Hardcopy &

kebijakan yg Badan Kesbangpol Softcopy

disampaikan Prov.Kalteng

pejabat publik A

dalam pertemuan
terbuka untuk
umum

Ditetapkan di : Palangka Raya
Padatanggal : 1§ Januari 2024
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~"Dr.MUHAMAD KATMA F. DIRUN, S.E.,M.M.
"' Pembina Utama Madya (I\V/d)
NIP. 19661022 199308 1 001
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